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BAB IV 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya mengenai penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada 

PT Pertamina (Persero) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas (UUPT), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

Kesimpulan 1 

Pengaturan prinsip GCG di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas tidak dituangkan dalam klausul atau terminologi 

eksplisit, melainkan diintegrasikan secara substantif ke dalam pasal-pasal 

operasional organ perseroan. Pilar Transparansi (Transparency) diwujudkan 

melalui kewajiban hukum penyusunan Laporan Tahunan dan audit eksternal 

laporan keuangan (Pasal 66-69). Pilar Akuntabilitas (Accountability) tercermin 

dalam pemisahan fungsi pengurusan oleh Direksi (Pasal 92) dan pengawasan oleh 

Dewan Komisaris (Pasal 108) dalam sistem dua badan (two-tier system), yang 

dipertegas dengan tanggung jawab renteng pribadi atas kesalahan pengelolaan. 

Pilar Pertanggungjawaban (Responsibility) diakomodasi melalui sifat memaksa 

(cogent law) pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Pasal 74). Pilar 

Kemandirian (Independency) dipagari oleh aturan larangan benturan kepentingan 

(Pasal 99) serta doktrin Business Judgment Rule. Serta pilar Kewajaran (Fairness) 

dimanifestasikan melalui perlindungan hak-hak subjektif pemegang saham, 
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termasuk hak perorangan untuk menggugat korporasi dan Hak Memesan Efek 

Terlebih Dahulu (Pasal 43 dan Pasal 61). Melalui integrasi ini, kelima pilar GCG 

telah bertransformasi dari sekadar tindakan etis manajerial yang bersifat sukarela 

(voluntary) menjadi kewajiban hukum positif yang mengikat (mandatory legal 

obligation). 

Kesimpulan 2 

Penerapan prinsip GCG pada PT Pertamina (Persero) secara umum telah 

menunjukkan keselarasan yang tinggi dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun di sisi lain senantiasa diwarnai 

oleh karakter dualisme hukum akibat kedudukannya sebagai Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yang tunduk pula pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 

(UU BUMN). Kepatuhan hukum pada pilar transparansi, akuntabilitas, 

pertanggungjawaban, dan kewajaran berhasil dipenuhi secara optimal oleh 

Pertamina. Hal ini dibuktikan melalui perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP) atas laporan keuangan secara konsisten, kejelasan fungsi pengawasan 

komite pendukung Dewan Komisaris, pelembagaan sistem pelaporan pelanggaran 

(Whistleblowing System), serta pelaksanaan program TJSL yang terstruktur. 

Meskipun demikian, pada pilar Kemandirian (Independency), PT Pertamina 

(Persero) menghadapi tantangan struktural yang berpotensi menimbulkan benturan 

kepentingan laten. Penunjukan jajaran Dewan Komisaris yang sarat dengan 

representasi birokrasi pemerintahan serta adanya irisan tebal antara orientasi 

komersial murni (mengejar keuntungan berdasarkan UUPT) dengan pemenuhan 

fungsi pelayanan publik (Public Service Obligation) berdasarkan perintah negara) 
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berpotensi mengaburkan independensi pengambilan keputusan bisnis (business 

judgment) organ perseroan. 

B. Saran 

Berlandaskan pada kesimpulan di atas, maka peneliti merumuskan beberapa 

saran akademis dan praktis yang diharapkan dapat mengoptimalkan tata kelola 

korporasi di masa depan: 

Saran 1 

Kepada Pemerintah selaku Kuasa Pemegang Saham PT Pertamina (Persero) 

(dalam hal ini Kementerian BUMN), diharapkan dapat mempertegas batasan 

intervensi birokrasi di dalam tubuh perseroan. Proses seleksi dan penunjukan 

anggota Dewan Komisaris, khususnya Komisaris Independen, harus 

mengedepankan asas profesionalisme, kompetensi sektor industri energi, serta 

bebas dari kepentingan politik. Hal ini penting guna menjaga kemandirian 

(independency) Dewan Komisaris dalam memberikan pengawasan dan nasihat 

objektif kepada Direksi tanpa terbebani oleh kepentingan non-komersial luar. 

Saran 2 

Kepada Direksi dan Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero), disarankan 

untuk menyusun panduan regulasi internal yang lebih rinci mengenai parameter 

pemisahan antara operasional bisnis komersial murni dengan penugasan pelayanan 

publik (Public Service Obligation / PSO). Dokumen Board Manual dan Code of 

Conduct yang ada perlu diperkuat dengan mekanisme perhitungan risiko hukum 

yang matang, sehingga setiap kebijakan PSO yang dibebankan oleh negara tetap 
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dapat dilaksanakan secara efisien tanpa harus mengorbankan pilar akuntabilitas 

keuangan dan kepentingan kelangsungan ekonomi perseroan terbatas itu sendiri. 
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